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KATA PENGANTAR
[image: Image result for logo kab asahan]Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026.
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2024.
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.
Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2024 ini,  diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerahsecara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government. 
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
        Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
        Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.
        Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan  diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
        Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.  Pada Pasal 162 Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Terkait Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, yaitu : 
(1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan pelayanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum, teknis, operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standart program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. mengkoordinasikan Penyelenggaraan pembinaan penggerakan dan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengaturan dan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pemberdayaan program Keluarga Berencana;
e. mengkoordinasikan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kesehatan reprodukasi remaja;
f. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi umum;
g. pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat pada  Bagian Kedelapan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan. Pasal 35 yaitu Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
d. Bidang Keluarga Berencana;
e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
f. Bidang Kelembagaan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
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C. Isu Strategis Perangkat Daerah
Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan periode 2021-2026 sebagai berikut :
1. Belum maksimalnya kualitas Pelayanan KB. 
2. Belum tercipta sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder dalam pelaksanaan program KB.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan penyusunan buku data/informasi keluarga.
4. Belum maksimalnya sarana dan Prasarana serta Alat Kontrasepsi di Pelayanan Klinik -Klinik KB.
5. Masih tingginya tingkat Perkawinan di bawah usia 20 tahun.
6. Rendahnya cakupan partisipasi keluarga yang aktif dalam kegiatan Program Bina Keluarga.
7. Masih rendahnya Pengetahuan masyarakat tentang Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
8. Meningkatnya pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan.
9. Minimnya tenaga lapangan penyelesaian perlindungan anak.
10. Rendahnya tingkat penyerapan masyarakat tentang undamg-undang perlindungan anak dan perempuan.
11. Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
12. Belum terpenuhinya kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Belum jalannya kerjasama P2TP2A gugus tugas TPPO, KPAD di Kabupaten Asahan.
Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :
1. Memaksimalkan kualitas Pelayanan KB. 
2. Menciptakan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder dalam pelaksanaan program KB.
3. Optimalnya pengelolaan dan penyusunan buku data/informasi keluarga.
4. Maksimalnya sarana dan Prasarana serta Alat Kontrasepsi di Pelayanan Klinik -Klinik KB.
5. Memaksimalkan partisipasi keluarga yang aktif dalam kegiatan Program Bina Keluarga.
6. Memaksimalkan Pengetahuan masyarakat tentang Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
7. Meningkatnya pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan.
8. Menurunkan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
9. Memaksimalkan kegiatan pemenuhan hak anak.
D. Landasan Hukum
       Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033;
5. Peraturan  Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

D. Sistematika
        Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2024 adalah :
	BAB I
	PENDAHULUAN

	
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

	BAB II
	PERENCANAAN KINERJA

	
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

	BAB III
	AKUNTABILITAS KINERJA

	
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

	BAB IV
	PENUTUP
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. RPJM Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang berisi visi, misi, serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode 2025–2030. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah guna mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi kepala Daerah. 
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029.
Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan stakeholder.
 Selanjutnya, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi dan Misi
        Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan 
Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2030 adalah :
“KABUPATEN ASAHAN YANG SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Asahan yaitu: 
a. SEJAHTERA 
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang layak berupa pangan, sandang, papan. 
b. RELIGIUS 
Terbentuknya jati diri masyarakat Asahan yang beriman dan bertaqwa, mengetahui dan memahami ajaran agama yang dianutnya dan tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari serta toleran terhadap agama lain. 
c. MAJU 
Asahan menjadi Kabupaten yang bergerak maju memiliki Sumber Daya Manusia Berkualitas, Cerdas, Berdaya Saing, Berprestasi dan Modern dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
d. BERKELANJUTAN 
Asahan sebagai bagian NKRI berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkesinambungan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang dengan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pembangunan masa depan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. 
Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, Misi pembangunan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, berkarakter dan sejahtera. 
2. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, permerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan. 
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama.
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel. 
5. Menyelenggarakan pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029. 
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. 



Adapun Tujuan dan sasaran pada RPJMD / Kabupaten Asahan, yaitu : 
Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

	Misi I
	Tujuan
	Sasaran 4

	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat. 
	Meningkatnya derajat kesejahteraan pembangunan masyarakat. 
	Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak. 



Kemudian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan, dengan tujuan meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta  Pemenuhan Hak Anak memiliki Indikator Kinerja Utama, yaitu :
1. IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) 
2. Indeks Pembangunan Gender 
3. Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) 

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja

	No
	Sasaran strategis
	Indikator kinerja
	Target

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat.
	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)
	75.2
	80.7
	84.7
	86.3
	87.7
	88.1

	2
	Meningkatnya pengarusutamaan gender antara perempuan dan laki-laki secara seimbang.
	Indeks Pembangunan Gender
	91.91
	91.91
	91.92
	91.92
	91.93
	91.93

	3
	Meningkatnya perlindungan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup anak.
	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)
	0.17
	0.16
	0.16
	0.16
	0.15
	0.15


Sumber : Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan periode 2025-2030
3. Indikator Kinerja Utama
        Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan

	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	DEFENISI OPERASIONAL
	FORMULASI / PERHITUNGAN
	PENANGGUNGJAWAB
	SUMBER DATA

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6

	1
	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat.
	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)
	Ukuran  yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam mengintegrasikan dimensi kependudukan ke dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
	Nilai Indeks Dimensi Kependudukan dan Keluarga Berencana + Nilai Indeks Dimensi Kesehatan dan Gizi Penduduk +  Nilai Indeks Dimensi Pendidikan dan Ketenagakerjaan +  Nilai Indeks Dimensi Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga +  Nilai Indeks Dimensi Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan : 5
	KABID KB, Kabid Ketahanan dan KK, dan Kabid Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan
	DINAS P2KBP3A KAB. ASAHAN

	2
	Meningkatnya pengarusutamaan gender antara perempuan dan laki-laki secara seimbang.
	Indeks Pembangunan Gender
	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh capaian pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
	IPM Perempuan :  IPM Laki laki x 100 %
	Kabid Kelembagaan PP dan PA
	DINAS P2KBP3A KAB. ASAHAN

	3
	Meningkatnya perlindungan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup anak.
	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)
	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kejadian kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) yang dialami oleh anak-anak dalam populasi anak di suatu wilayah pada periode tertentu.
	Jumlah anak korban kekerasan  / Jumlah anak x 10.000
	Kabid Kelembagaan PP dan PA
	DINAS P2KBP3A KAB. ASAHAN


Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025.
B. Rencana Kinerja Tahun 2025
Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025 :
Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2025
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan
	NO
	TUJUAN
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat.
	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)
	75.2

	2
	Meningkatkan kesetaraan gender yang lebih baik
	Meningkatnya pengarusutamaan gender antara perempuan dan laki-laki secara seimbang.
	Indeks Pembangunan Gender
	91.91

	3
	Meningkatkan kebutuhan dan keamanan anak
	Meningkatnya perlindungan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup anak.
	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)
	0.17


Sumber : Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan  Tahun 2025.
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
        Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada awal tahun Januari 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan 
Tahun 2025
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	 TARGET 

	
	
	
	

	1
	2
	3
	5

	1
	Meningkatnya derajat pembangunan masyarakat.
	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)
	75.2

	2
	Meningkatnya pengarusutamaan gender antara perempuan dan laki-laki secara seimbang.
	Indeks Pembangunan Gender
	91.91

	3
	Meningkatnya perlindungan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup anak.
	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)
	0.17


Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapakan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan :
Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan
Tahun 2025

	NO
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	TARGET
	ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)

	 
	 
	 
	17,110,508,366.00

	A
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 
	 

	 
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	 
	 

	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12 Laporan
	135,000,000.00

	 
	Penyediaan Bahan/Material
	3 Paket/keg
	50,000,000.00

	 
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	2 Dokumen
	10,000,000.00

	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	4 Paket
	30,000,000.00

	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2 Paket 
	35,000,000.00

	 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	12 Paket
	40,000,000.00

	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	43 Unit
	122,667,450.00

	 
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	
	

	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	12 Laporan
	1,115,399,900.00

	 
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	12 Laporan
	10,000,000.00

	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	12 Laporan
	137,301,000.00

	 
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	-
	 

	 
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5 Unit
	49,883,800.00

	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1 Unit
	40,000,000.00

	 
	Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	12 Paket
	15,000,000.00

	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	 
	 

	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	12 bulan / org
	4,994,553,341.00

	 
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	 
	 

	 
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1 Dokumen
	48,919,000.00

	 
	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan realisasi  kinerja SKPD
	1 Dokumen
	30,000,000.00

	B
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	 
	 

	 
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	 
	 

	 
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	2 Organisasi
	60,000,000.00

	C
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	 
	 

	 
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 

	 
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	30,000,000.00

	D
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	 
	 

	 
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	 
	 

	 
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	3 dokumen
	390,000,000.00

	 
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	1 Dokumen
	39,999,675.00

	E
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	 
	 

	 
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 

	 
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
	100 orang
	210,000,000.00

	 
	Koordinasi Pelaksanaan  Layanan AMPK
	7 layanan 
	233,912,500.00

	F
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	 
	 

	 
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagan kabupaten kota
	 
	 

	 
	Koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenagan kabupaten kota
	7 layanan 
	53,377,500.00

	 
	Penguatan  dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tongkat Daerah Kabupaten /kota
	 
	 

	 
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penaganan bagi perempuan korban kekerasan kewenagan kabupaten/ Kota
	70 orang
	88,400,000.00

	G
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	 
	 

	 
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	1 Dokumen
	860,700,000.00

	 
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 

	 
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
	1 Dokumen
	40,000,000.00

	 
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
	1 Laporan
	4,054,255,000.00

	H
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	 
	 

	 
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	 
	 

	 
	Pengendalian Program KKBPK
	3 Laporan
	330,020,000.00

	 
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (DAK Non Fisik BOK KB)
	6 Laporan
	1,930,955,000.00

	 
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	3 Organisasi
	140,000,000.00

	 
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
	3 Laporan
	25,000,000.00

	 
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
	 
	 

	 
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	39 Laporan
	25,000,000.00

	 
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
	 
	 

	 
	Pembinaan Terpadu Kampung KB
	4 Laporan
	35,000,000.00

	 
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	61 Kampung
	256,394,200.00

	I
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	 
	 

	 
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	 
	 

	 
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	2 Laporan
	20,000,000.00

	 
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
	25 Laporan
	80,000,000.00

	 
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	30 Orang
	30,000,000.00

	 
	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
	150 Orang
	25,000,000.00

	 
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 
	1733 Orang
	1,248,770,000.00

	 
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	
	

	 
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
	2 Laporan
	40,000,000.00


Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut : 
1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Pada tanggal September 2025  dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam hal anggaran,  dengan perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran sebagai berikut :


Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Asahan Tahun 2025

	
NO
	
PROGRAM/SUB KEGIATAN
	
 ANGGARAN 

	1
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	 

	 
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi
	                  60,000,000 

	2
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	 

	 
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	                  53,377,500 

	 
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	                  88,400,000 

	3
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	 

	 
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	                  15,491,400 

	4
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	 

	 
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	               507,332,475 

	 
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	                  65,275,000 

	5
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	 

	 
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
	               210,000,000 

	 
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	               233,912,500 

	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 

	 
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	           5,353,701,881 

	 
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	                  13,817,250 

	7
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	 

	 
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
	               139,999,400 

	 
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	               860,700,000 

	 
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
	                  47,046,600 

	 
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
	           4,054,255,000 

	8
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	 

	 
	Pengendalian Program KKBPK
	               330,020,000 

	 
	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
	           1,930,955,000 

	 
	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	               140,000,000 

	 
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
	                  23,726,962 

	 
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	                  25,000,000 

	 
	Pembinaan terpadu Kampung KB
	                  35,000,000 

	 
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	               136,788,000 

	9
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	 

	 
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	                  58,469,950 

	 
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	                  34,029,550 

	 
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	                  17,036,600 

	 
	Sosialisasi Ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
	                  14,677,210 

	 
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	           1,248,770,000 

	 
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
	                  20,000,000 

	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 

	 
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	                  49,683,891 

	 
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	                  12,500,000 

	 
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	                  38,455,750 

	 
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	                  35,000,000 

	 
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
	                  30,000,000 

	 
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
	                  10,000,000 

	 
	Penyediaan Bahan/Material
	                  20,000,000 

	 
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	               195,000,000 

	 
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	               325,256,710 

	 
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	               167,290,049 

	 
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	                  10,000,000 

	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	               735,878,450 

	 
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	               152,657,450 

	 
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	                  55,000,000 

	 
	 
	 

	 
	TOTAL KESELURUHAN
	  17,554,504,578 


Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
        Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.  Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.
        Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja
	No
	Kategori/Interpretasi
	Rata-Rata % Capaian

	1
	Sangat Tinggi
	91 ≤ 100

	2
	Tinggi
	76 ≤ 90

	3
	Sedang
	66 ≤ 75

	4
	Rendah
	51 ≤ 65

	5
	Sangat Rendah
	 ≤ 50


        
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
        Dalam laporan ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan.
A. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025  menunjukan hasil sebagai berikut :

MISI 1
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat. 

TUJUAN
Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak.

SASARAN 4
Meningkatnya kualitas keluarga dan Pembangunan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak. 

Adapun, dengan indikatornya adalah :
1. IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) 
2. Indeks Pembangunan Gender 
3. Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) 

INDIKATOR TUJUAN 
1. IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) 
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk menjadi subjek maupun objek dalam pembangunan. IPBK juga bermakna pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana pembangunan dapat dipercepat jika SDM meningkat. IPBK adalah suatu indeks komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan memperhatikan dimensi kependudukan yang mencakup kualitas penduduk, persebaran, dan peranannya dalam pembangunan.
Aspek kependudukan dalam pembangunan sangat penting karena kependudukan dan pembangunan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional maupun daerah, sehingga untuk mengevaluasinya digunakan angka IPBK. 
IPBK menggunakan skala 0-100 dan bermakna positif. Artinya, nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan bahwa kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di suatu wilayah semakin baik. IPBK adalah indikator penting karena merupakan penanda apakah pembangunan yang telah berjalan sudah menjadikan penduduk bukan hanya sebagai objek, namun juga subjek pembangunan. Selain itu, juga bagaimana pembangunan tetap memerhatikan peningkatan kualitas penduduk sehingga penduduk dapat menjadi bahan bakar pembangunan, yang kemudian hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.
IPBK dibentuk dari 5 (lima) dimensi pembangunan berwawasan kependudukan yang meliputi :
a. Dimensi Partisipasi, 
b. Dimensi Keberlanjutan, 
c. Dimensi Inklusivitas, 
d. Dimensi Holistik Integratif, dan 
e. Dimensi Kesetaraan. 
Kelima dimensi ini dapat menunjukkan proses pembangunan yang berwawasan kependudukan di suatu daerah.
Rumus IPKB adalah :
[image: ]





Tabel 3.2
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Data Tabel Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah :
	NO
	INDIKATOR KINERJA 
	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN

	
	
	
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DINAS P2KBP3A KABUPATEN ASAHAN

	1
	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)
	
66.5
	
75.2
	

66.5




	
88.43






Gambar Grafik 3.1 Capaian tahun 2024 dan Tahun 2025 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah :



Terlihat dari grafik diatas dalam hal capaian ada kenaikan dari tahun 2024 capaian 66.5 % menjadi 88.43% pada tahun 2025 hal ini disebabkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), adapun Kenaikan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) disebabkan oleh perbaikan kualitas dan pengelolaan aspek kependudukan dalam pembangunan. Secara ringkas, faktor-faktor utamanya meliputi:
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
· Naiknya tingkat pendidikan penduduk
· Meningkatnya derajat kesehatan (angka harapan hidup, gizi, akses layanan kesehatan)
2. Pengendalian kuantitas dan struktur penduduk
· Penurunan laju pertumbuhan penduduk
· Keberhasilan program KB
· Struktur umur penduduk yang lebih seimbang (bonus demografi dimanfaatkan dengan baik)
3. Peningkatan kesejahteraan penduduk
· Turunnya angka kemiskinan
· Meningkatnya pendapatan dan kesempatan kerja
· Berkurangnya ketimpangan sosial
4. Persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih merata
· Urbanisasi yang terkendali
· Pemerataan pembangunan antarwilayah
5. Penguatan kebijakan dan tata kelola pembangunan berwawasan kependudukan
· Integrasi data kependudukan dalam perencanaan pembangunan
· Sinergi program kependudukan dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
6. Peningkatan perlindungan kelompok rentan
· Perbaikan layanan bagi anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas
2. Indeks Pembangunan Gender 
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Pembangunan Gender salah satu isu yang utama dibahas dalam pembangunan, khususnya untuk pembangunan sumber daya manusia. Meskipun telah banyak upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, seperti dikeluarkannya instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional namun masih banyak terdapat kesenjangan pembangunan antar laki-laki dan perempuan di seluruh provinsi di Indonesia. Komponen penyusun IPG terdiri dari :

a. Dimensi pendidikan, 
b. Dimensi kesehatan, dan 
c. Dimensi ekonomi. 
Dari faktor kesehatan yang mungkin dapat dilihat dari persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, berdasarkan aspek pendidikan yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan berdasarkan aspek ekonomi, dalam pembangunan ekonomi terdapat masalah yang terjadi yang cukup serius yaitu pengangguran. 
Rumus Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :
[image: ]
Interpretasi Nilai IPG :
· IPG = 100 → Pemberdayaan perempuan dan laki-laki setara
· IPG < 100 → Perempuan belum setara dengan laki-laki
· IPG > 100 → Perempuan lebih berdaya dibanding laki-laki


Tabel 3.3
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Data Tabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah :
	NO
	INDIKATOR KINERJA 
	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN

	
	
	
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DINAS P2KBP3A KABUPATEN ASAHAN

	1
	Indeks Pembangunan Gender
	91,91
	91,91
	92,06
	101



Gambar Grafik 3.2 Capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025 Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah : 


Terlihat dari grafik diatas dalam hal realisasi ada kenaikan dari tahun 2024 capaian 91.91 % menjadi 101% pada tahun 2025 hal ini disebabkan oleh meningkatnya Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi
Gambar Grafik 3.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 dapat dilihat target 91.91, realisasi 92.06 dan capaian 101%

Dari penjelasan Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2025 diatas dapat dilihat target 91.91, realisasi 92.06 dan capaian 101%artinya mengalami perbaikan dan kenaikan yang baik. Kedepannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten asahan lebih meningkatkan program-program dan kegiatan pembnagunan gender.

3. Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) 
Pengertian kekerasan terhadap anak adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, baik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk anak, dinyatakan per 10.000 anak.
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak:
1. Kekerasan fisik
Pemukulan, penganiayaan, penyiksaan, atau tindakan lain yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada anak.
2. Kekerasan psikis
Penghinaan, ancaman, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat dan mengganggu perkembangan mental anak.
3. Kekerasan seksual
Pelecehan, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, atau melibatkan anak dalam aktivitas seksual.
4. Penelantaran anak
Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.
5. Eksploitasi anak
Pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau seksual yang merugikan anak.
Rumus Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) adalah :
[image: ]
Tabel 3.4
Kekerasan terhadap Anak

Data Tabel Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) adalah :
	NO
	INDIKATOR KINERJA 
	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN

	
	
	
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DINAS P2KBP3A KABUPATEN ASAHAN

	1
	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)
	0.176
	0.17
	[bookmark: _GoBack]0.048
	28.44%


Gambar Grafik 3.3 Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2025 Kekerasan terhadap Anak (per 10.000) adalah :


Dari tabel diatas ada penurunan hal ini berarti ada perbaikan dalam hal kekerasan terhadap anak. Akan tetapi perlu dicermati ada beberapa hal yang harus diperhatikan Dinas P2KBP3A Kab. Asahan, UPT. PPA dan KPAD Kabupaten Asahan tahun mendatang agar perlindungan terhadap anak di Kabupaten Asahan bias lebih diteken angkanya semakin menurun, antara lain:
1. Faktor keluarga
· Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua
· Pola asuh yang salah (kekerasan, penelantaran, atau permisif)
· Masalah ekonomi keluarga
2. Faktor lingkungan sosial
· Lingkungan tempat tinggal yang tidak aman
· Pengaruh teman sebaya yang negatif
· Budaya kekerasan dan normalisasi perilaku menyimpang
3. Faktor ekonomi
· Kemiskinan
· Anak terpaksa bekerja
· Ketergantungan ekonomi pada pihak lain
4. Faktor pendidikan
· Rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua
· Minimnya edukasi tentang hak-hak anak dan perlindungan diri
5. Faktor teknologi dan media
· Penyalahgunaan media sosial dan internet
· Paparan konten tidak layak usia
· Kurangnya literasi digital
6. Faktor kelembagaan dan hukum
· Lemahnya perlindungan dan penegakan hukum
· Kurangnya akses layanan perlindungan anak
· Rendahnya pelaporan kasus
7. Faktor psikologis dan sosial anak
· Anak dalam kondisi rentan (disabilitas, trauma, ketergantungan)
· Ketidakmampuan anak menolak atau melapor

B. Realisasi Indikator Kinerja Utama
Realisasi Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
	NO
	INDIKATOR KINERJA 
	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN 2024
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN

	
	
	
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025
	TAHUN 2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DINAS P2KBP3A KABUPATEN ASAHAN

	1
	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)
	66.5




	75.2
	66.5




	88.43





	2
	Indeks Pembangunan Gender
	91,91
	91,91
	92,06




	101





	3
	Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)
	0.176
	0.165
	0.048
	28.4%



C. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.5
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
	NO
	PROGRAM/SUB KEGIATAN
	 PAGU ANGGARAN 
	 REALISASI 
	%

	 
	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	 
	 
	 

	1.
	Advokasi kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi
	                  60,000,000 
	                  59,999,800 
	  100.00 

	 
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	 
	 
	 

	1.
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	                  53,377,500 
	                  40,419,000 
	     75.72 

	1.
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	                  88,400,000 
	                  88,397,530 
	  100.00 

	 
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	 
	 
	 

	1.
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	                  15,491,400 
	                  15,491,400 
	  100.00 

	 
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	 
	 
	 

	1.
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	               507,332,475 
	               506,420,825 
	     99.82 

	2.
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	                  65,275,000 
	                  65,275,000 
	  100.00 

	 
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	 
	 
	 

	1.
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA
	               210,000,000 
	               210,000,000 
	  100.00 

	1.
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
	               233,912,500 
	               226,731,500 
	     96.93 

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 
	 
	 

	1.
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	           5,353,701,881 
	            5,202,670,609 
	     97.18 

	1.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	                  13,817,250 
	                  13,817,250 
	  100.00 

	 
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
	 
	 
	 

	1.
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
	               139,999,400 
	               139,999,400 
	  100.00 

	1.
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
	               860,700,000 
	               860,700,000 
	  100.00 

	2.
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
	                  47,046,600 
	                  46,911,600 
	     99.71 

	3.
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
	           4,054,255,000 
	            4,054,255,000 
	  100.00 

	 
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	 
	 
	 

	1.
	Pengendalian Program KKBPK
	               330,020,000 
	               330,020,000 
	  100.00 

	2.
	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
	           1,930,955,000 
	            1,928,874,500 
	     99.89 

	3.
	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
	               140,000,000 
	               129,049,255 
	     92.18 

	1.
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
	                  23,726,962 
	                  23,726,962 
	  100.00 

	1.
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
	                  25,000,000 
	                  25,000,000 
	  100.00 

	1.
	Pembinaan terpadu Kampung KB
	                  35,000,000 
	                  34,998,800 
	  100.00 

	2.
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
	               136,788,000 
	               136,788,000 
	  100.00 

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	 
	 
	 

	1.
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
	                  58,469,950 
	                  58,469,950 
	  100.00 

	2.
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	                  34,029,550 
	                  34,029,550 
	  100.00 

	3.
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	                  17,036,600 
	                  17,036,600 
	  100.00 

	4.
	Sosialisasi Ibangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
	                  14,677,210 
	                  14,677,210 
	  100.00 

	5.
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
	           1,248,770,000 
	            1,248,150,000 
	     99.95 

	1.
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
	                  20,000,000 
	                  19,987,800 
	     99.94 

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	 
	 
	 

	1.
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	                  49,683,891 
	                  49,683,891 
	  100.00 

	2.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	                  12,500,000 
	                     9,555,900 
	     76.45 

	1.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	                  38,455,750 
	                  34,810,500 
	     90.52 

	2.
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	                  35,000,000 
	                  28,114,000 
	     80.33 

	3.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
	                  30,000,000 
	                  26,922,000 
	     89.74 

	4.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
	                  10,000,000 
	                     9,145,000 
	     91.45 

	5.
	Penyediaan Bahan/Material
	                  20,000,000 
	                  19,935,000 
	     99.68 

	6.
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	               195,000,000 
	               195,000,000 
	  100.00 

	1.
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	               325,256,710 
	               325,193,000 
	     99.98 

	1.
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	               167,290,049 
	               167,290,049 
	  100.00 

	2.
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	                  10,000,000 
	                     7,516,000 
	     75.16 

	3.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	               735,878,450 
	               725,899,250 
	     98.64 

	1.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	               152,657,450 
	               152,657,450 
	  100.00 

	2.
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	                  55,000,000 
	                  54,762,400 
	     99.57 

	 
	 
TOTAL
	         17,554,504,578 
	         17,338,381,981 
	     98.77 





BAB IV
PENUTUP

        Laporan Kinerja (LKJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2024. Pembuatan LKJ ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
        LKJ Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
        Dalam Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan menetapkan sebanyak 3 indikator kinerja utama, ada 1 indikator  yang capaian dibawah 100%.  

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 17,554,504,578 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 17,338,381,981 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98.77% %. 
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kabupaten Asahan,       Januari 2026
KEPALA  DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KB, PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK KAB. ASAHAN



EDI SUKMANA, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710405 199703 1 011


IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	
2024	2025	66.5	88.43	


Indeks Pembangunan Gender	
2024	2025	91.91	101	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER




Indeks Pembangunan Gender 2025 
Kabupaten Asahan


TARGET	REALISASI	CAPAIAN	91.91	92.06	101	


Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)	
Target 2025	Realisasi 2025	0.17	4.8000000000000001E-2	Realisasi Rasio Kekerasan terhadap Anak (per 10.000)
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